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ABSTRAK 

Arifian Sutiyono, 201210115214, Pelaksanaan Disparitas  Didalam  

Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. 
Masalah disparitas pemidanaan sebenarnya sudah menjadi perhatian 

Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil 

Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua 

Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. 

Pada pelaksanaannya, Surat Edaran yang sudah diterbitkan Mahkamah Agung 

seolah-olah berjalan tanpa pengawasan dan evaluasi. Padahal Surat Edaran 

tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mengurangi terjadinya disparitas 

pemidanaan. Di sisi lain, untuk mereduksi terjadinya disparitas pemidanaan bukan 

hanya tanggung jawab Mahkamah Agung saja. Tetapi juga, ada para penuntut 

umum dalam kaitannya melakukan penuntutan di Pengadilan, yang dalam hal ini 

adalah Kejaksaan Agung dan KPK. Oleh karena itu, dalam skripsi ini yang 

menjadi permasalahnnya adalah: Bagaimana terjadinya disparitas putusan hakim 

antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg dengan 

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.?,                     

Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg 

dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. telah 

mencerminkan tujuan hukum? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga 

bersifat deskriptif analisis yang dimana isi dibuat dan disusun secara sistematik 

dan menyeluruh. Analisis deskripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan 

rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberikan 

keputusan dibagi menjadi dua yaitu yang berifat yuridis yaitu dakwaan JPU, 

keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait dalam 

kasus ini, dan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, 

motif, dan status sosial terdakwa. Terhadap kedua kasus yang diteliti ini hakim 

dalam memutuskan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda sehingga muncul 

disparitas di dalam putusannya, ada beberapa alasan dalam hal ini yaitu, pertama, 

jarak antara minimal dan maksimal hukuman penjara tidak terlampau jauh. 

Sehingga hakim bebas menetukan rentang waktu tersebut; Kedua, jumlah 

kerugian negara sama antara putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg 

dengan putusan nomor 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. 

Kesimpulannya bahwa, ukuran dan landasan yang sama di antara para pelaku 

dalam perkara yang sama, apalagi dalam kedua  kasus ini diserahkan kepada 

Majelis Hakim yang sama. Sehingga perbedaan putusan yang cukup berbeda 

terutama dilihat dari segi kerugian negara dan perihal uang pengganti ini sangat 

terlihat. 

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pidana Korupsi 
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ABSTRACT 

Arifian Sutiyono, 201210115214, Implementation of Disparities in the Decision 

of Judges of Corruption. 

The issue of criminal disparity has actually been a concern of the Supreme 

Court for a long time. This is evidenced through the Supreme Court Circular of 

the Republic of Indonesia, Number 14 of 2009 concerning the Development of 

Judge Personnel. Where one of the points in it ordered the Heads of Appellate 

Courts should keep the decision disparity from happening. In its implementation, 

the Circular issued by the Supreme Court seemed to proceed without supervision 

and evaluation. Even though the Circular could be an entry point to reduce the 

occurrence of criminal disparities. On the other hand, to reduce the occurrence of 

criminal disparities is not only the responsibility of the Supreme Court. But also, 

there are public prosecutors in relation to prosecution in the Court, which in this 

case is the Attorney General's Office and the KPK. Therefore, in this thesis the 

problem is: How is the disparity of the judge's decision between the District Court 

Decision Number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with the Decision of the District 

Court Number 48/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg.?, Is the District Court Judge's 

Decision Number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with the District Court's 

Decision Number 48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. has reflected the purpose of the 

law? 

This research is a type of normative legal research. This research is also a 

descriptive analysis in which the contents are made and arranged systematically 

and thoroughly. Description analysis is intended to describe all data obtained 

relating to the title of the research clearly and in detail which is then analyzed in 

order to answer the existing problems. 

The results of this study indicate that judges' judgment in providing 

decisions are divided into two, namely juridical, namely prosecutor's indictment, 

statements of defendants and witnesses, evidence and related articles in this case, 

and non-juridical matters which are burdensome and alleviating, motives , and 

the defendant's social status. With regard to the two cases examined, the judge in 

deciding has different considerations so that disparities appear in his decision, 

there are several reasons in this regard, namely, first, the distance between the 

minimum and maximum prison sentences is not too far away. So that the judge is 

free to determine the time span; Second, the amount of state loss is the same 

between decision number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg with decision number 

48/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.. 

The conclusion is that, the same size and foundation of the perpetrators in 

the same case, especially in both cases handed over to the same Panel of Judges. 

So that the difference in decisions is quite different, especially in terms of state 

losses and about the replacement money is very visible. 

Keywords: Disparity, Judge Decision, Criminal Corruption. 
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